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Jangan Terpancing ‘Peaple Power’

JAKARTA-Wacana “people po-

wer” pasca Pemilu 2019 terus |

mengemuka. Ketua DPR RI Bam-
bang Soesatyo meminta masyata-
Kt tidak terpancing dengan zjakan

tersebut dan fokus pada ibadah |

puasa dan persiapan menyongsong
Lebaran Idul Fitri,

“Kita memilikd tanggung jawab
yang sama agar Indonesia tetap
kondusif, kendati ruang publik
masth bising karena dijejali isu-
isu hasil Pemilu 2019, ujarnya di
Jakarta, Minggu (12/5).

Dia menyebutkan, Polzi dan TNI
yang terds memobilisasi aparat ke-
amanan dan melakukan langkah-
langkah perstasif mengenai wacana
‘people power' mejadi buli bahwa
keamanan nasional dan ketertiban
umum terjaga dan tetap delam ken-
dali TN, Polri serta aparat hukum.

“Isu atau wacana tentang ‘peo-
ple power’ dan revolusi telah
direspons dengan bijaksana dan
terukur oleh Polri,” kata Bamsoet,
sapaan akrab Bambang Soesatyo.
. Dolitikus Partai Golkar itu me-
nyatakan, pemerintah pun telzh
menunjuk sebuah tim untuk

- mengkaji aspek hukum dari uca-

pan atau pernyataan sejumlah pi-
hak untuk mencegah terjadinya
perpecahan bangsa.

Dia menilai, keputusan pemet-
intzh dan Polri mernilih pendeka-
tan halus (soft approach) untuk isu
‘peaple povwer' dan tevolus menjadi
bukti bahwa aspek keamanan na-
sional dan ketertiban umum mash
berada dalam kendali TN, Polri dan
aparat penegek hulum lainnye, “Tru
juga bukti pemerintah bersama TNI
dan Polri tidak panik," tandasnya.

Menurat Bamsoet, Indonesia pada
dasarnya sangat kondusif hingga

Ju atau wacana tentang ‘people
~_pover' dan revolus telah
direspons dengan bijaksana dan

terukur:oleh Poli.
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menjelang pengumuman suara oleh
KPU. Tidak ada alasan bagi ma-

syatakat unfuk cemas atau khawat-
“irkarena kebisingan isu-1su sepu-
 tar hasil Pemilu 2019 tidak akan
 menjerumuskan negara inf dalam

situasi tidak kondusif, “Tidak ada
ketegangan yang mengganggu roda
pemerintahan,” tukasnya,
Terpisah, mantan hakim agung,
Gayus Lumbuun menyatakan,
kebebasan berpendapat tidaklah
absolut. Oleh sebab itu, seruan
‘peaple power bisa menjadi delik
makar bila dinilai mengancam dan

Merongrong negara.

“Wacana ‘people power' saat
ini tidak tepat. Sebab, tidak ada
Kondisi yang merungkinkan ‘peo-

| ple power' dapat terwujud, yakni

pemerintahan otoriter, represif,
serta krisis ekonomi," kata Gayus
saat dihubungi, Minggu (12/5).

Wacana pengerahan kekuatan
rakyat yang ada saat ini, yang

| digaunghan oleh sekelompok orang,
| cenderung mengarah ke gerakan

makar. Sebab, gerakan ‘people
power’ tidak ditujukan untuk ke-
adilan masyarakat, tetapilebih di-
dasari oleh hasutan pihak tertentu
untuk menyimpang dari hukum,
"Hebebasan berpendapat yang dia-
tur UU No Tahun 198 tidak absolut,
adabatasan yang harus dipatuhi,”
tjar hakim agung 2011-2018 1.
Dia mencontohkan, pasal 9 ayat
10U tersebut memberikan batasan
tempat-tempat yang tidak boleh i-
Iakukan penyampaian pendapat yaitu
(i linglungan istana kepresidenan,
tempat ibadah, instalasi militer,
rumah sakit, pelabuhan udara atau
[aut, stasiun kereta ap,terminal ang-
Juutan dara, da objek-objekvital na-
sional, serta pada hari besar nasional

Selanjutnya, Pasal 15 juga me-
nentukan bahwa pelaksanaan
penyampaian pendapat di muka
umum yang tidak sesua dengan
ketentuan dapat dibubarkan.

“Selain itu, UU tersebut men-
gadopsi International Covenant on
Civil and Political Rights (ICPPR,
Red) yang memberikan Hrmitasi, yai-
tu mengganggu ketertiban publik,
jangan mengganggu hak asasi eka,
dan moral. Keempat, tidak boleh
mengancam keamanan nasional,"
cetus guru besar Universitas Kris-
nadwipayana (Unkis) fakarta itu.

Malcar, Urainya, bertujuan menurn-
bangkan pemerintahan yang sah
hingga memeceh belah bangsa. Oleh
sebabitu, penegekan hukum terhadap
pelaku makar harus tegas. Sebab, bla
tidak, yang rugi adalah rakyat.

“Perbuatan makar sangat erat
Derkait dengan persatuan dan kes-
atuan bangsa. Oleh sebab itu, segala
Upaya yang menjurus kepada upaya
memecah belah petsatuan bangsa
dan negara harus ditangan dengan
teges. Kerugian yang sangat besar
akan ditanggung oleh rakyat apabila
ketentuan perundangan tentang
makar ‘lemah’,” tuntasnya, (en)
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